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BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan maka

Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya Polres Pasaman Barat dalam penanggulangan tindak pidana

penambangan tanpa izin di Kabupaten Pasaman Barat meliputi tiga

upaya yaitu upaya prefentif dengan mencegah faktor kriminogen

berkembang menjadi kejahatanpenambangan tanpa izin, Upaya

Refresif dengan melakukanpenegakkan hukum dengan menggunakan

sarana pidana atau penal, upaya pre-emtif yang merupakan upaya non

penal dengan melakukan pengayoman.

2. Kendala penanggulangan yang masih menjadi penghambat

memerlukan dukungan semua pihak baik masyarakat maupun

pemerintah.

3. Upaya penanggulangan oleh Polres Pasaman barat perlu terus

dilakukan dan dioptimalkan hingga mencapai keberhasilansecara

profesional dan humanis dalam penanggulangan penambangan tanpa

izin.

B. Saran-Saran

1. Agar pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan Polres Pasaman

Barat menanggulangi tindak pidana penambangan tanpa izindengan

melakukan upaya integral khususnya pembinaan usaha

tambang,sosialisasi regulasi dan peraturan perundang-undangan,



2. Disarankan peningkatan sarana dan prasarana penunjang tugas

operasional Polri yang lebih memadai dibidang penanggulangan

penambangan tanpa izin.
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